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ABSTRAK 
 
Latar belakang yang dimiliki oleh penulis dalam penelitiannya ini ialah 
dimana semakin berkembangnya teknologi informasi dalam ranah ekonomi 
terutama terkait pinjaman online yang  dilaksanakan oleh platform fintech peer to 
peer lending, selain memberikan dampak positif akan tetapi dalam pelaksanaanya 
juga terdapat permasalahan khususnya masalah wanprestasi yang dilakukan oleh 
pihak debitur. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum para 
pihak dalam perjanjian pinjaman online, (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana 
perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Jenis 
penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara serta studi kepustakaan dan analisa yang digunakan adalah analisis 
kualitatif.  
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
masih memeliki resiko-resiko yang kerap kali dapat merugikan pihak pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman karena regulasi yang belum jelas dalam 
mengatur layanan fintech peer to peer lending. Kesimpulan pertama, kedudukan 
hukum yang terdapat dalam perjanjian online yang dibahas dalam penelitian ini 
tidaklah seimbang antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini 
terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh pemberi pinjaman sifatnya baku dan 
penerima pinjaman hanya memiliki tugas untuk menerima atau menolak 
perjanjian tersebut. Kedua, Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam 
layanan pinjaman online dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara 
preventif yang melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau 
mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari 
pihak penyelenggara layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif 
dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, 
maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam 
pengadilan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci : wanprestasi, pinjaman online, fintech 
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ABSTRACT 
 
The background that is owned by the author in this research is where the 
development of information technology in the economic realm, especially related 
to online loans carried out by the platform fintech peer to peer lending, in addition 
to having a positive impact but in its implementation there are also problems, 
especially the problem of defaults carried out by parties debtor. 
This study aims: (1) To describe the legal position of the parties in an online 
loan agreement, (2) To describe how the legal protection of defaulted debtors in 
an online loan agreement. This type of research in this thesis is a qualitative 
research, with a normative juridical research approach. Data collection techniques 
used were interviews and literature study and analysis used was qualitative 
analysis. 
The results obtained in this study indicate that there are still risks that can 
often be detrimental to lenders and loan recipients because of unclear regulations 
governing fintech services peer to peer lending. The first conclusion, the legal 
position contained in the online agreement discussed in this study is not balanced 
between the lender and the recipient of the loan. This happens because the 
agreements made by the lender are standard and the loan recipient only has the 
duty to accept or reject the agreement. Second, the legal protection of debtors who 
default in online loan services can be done in 2 (two) ways, namely to prevent 
preventive action before disputes occur or prevent disputes by taking preventive 
measures from providers of online loan services and the second repressively 
where do protection by way of resolving disputes, that is to say through the 
resolution of disputes outside the court or inside the court. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners and all those who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Semakin pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi 
digital memberikan kemudahan pada masyarakat dalam segala lini. 
Internet dan gadget adalah bentuk perkembangan tersebut. Kedua hal 
tersebut adalah hal-hal yang saat ini menjadi faktor tumbuhnya bisnis 
daring (bisnis online) dan bisnis perdagangan secara online/e-commerce. 
Pinjaman online termasuk salah satu inovasi teknologi dalam sektor 
keuangan. Fintech atau financial technology adalah konsep yang kerap 
digunakan dalam menjalankan bisnis pinjaman online tersebut. Konsep ini 
berasal dari konsep peer to peer (P2P) yang dipakai untuk music sharing 
hasil gagasan Napster pada tahun 1999. Lalu pada tahun 2004 konsep 
tersebut merambah ke sektor keuangan oleh sebuah institusi keuangan 
yang berperan sebagai jasa peminjaman uang di Inggris, disusul dengan 
lahirnya virtual money BITCOIN gagasan Satoshi Nakamoto di tahun 
2008. Sampai saat ini telah banyak inovasi yang dihasilkan dalam 
pengembangan industri fintech.
1
 
Pada masa lalu seorang individu yang kerap membutuhkan 
pinjaman dana, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk 
kepentingan bisnisnya, pilihan pertama yang akan dipilih adalah 
                                                          
1
 Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, http://business law.binus.ac.id/2016/05/31/ 
mengenal-lebih-dekat-financial-technology , diakses pada tanggal 30 September 2019 Jam 19.33 
WIB 
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mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada 
masa lalu pula setiap individu yang ingin mendapatkan penghasilan 
tambahan, individu tersebut kerap kali menggunakan investasi sebagai 
piliha utamanya baik itu melalui investasi reksadan maupun deposito bank. 
Bagi seorang yang mengajukan pinjaman kepada bank, hal utama yang 
harus dipenuhi adalah apakah dia memiliki syarat berupa jaminan, syarat 
jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat 
memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). 
Peer to peer Lending adalah salah satu perwujudan dari fokus yang 
kerap dikerjakan oleh perusahaan fintech. Ada beberapa fokus yang 
menjadi pekerjaan dari perusahaan fintech diantaranya adalah Pembayaran 
(Payments), Pinjaman (Lending), Perencanaan Keuangan (Personal 
Finance), Investasi Ritel, Pembiayaan (Crowdfunding), Remitasi dan Riset 
Keuangan.
2
  Peer to peer Lending sendiri jika didefinisikan memiliki 
pengertian, praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada 
individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada 
pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan 
peminjam atau investor secara online.
3
 Dikalangan masyarakat sendiri, 
peer to peer lending sering disebut sebagai pinjaman online. Layanan ini 
adalah metode baru yang digunakan bagi setiap peminjam dana, melalui 
                                                          
2
 ”Apa Itu Fintech”, https://carajadikaya.com/apa-itu-fintech/, diakses  pada  tanggal  04 
Oktober  2019 Jam 16.14 WIB 
3
 Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending), 
https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/,  diakses pada tanggal  04 Oktober 
2019 Jam 16.23 
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aplikasi atau situs perusahaan fintech yang dimana peminjam dana tersebut 
tidak perlu menyertakan agunan dalam proses pinjamannya.  
peer to peer lending sendiri memiliki beberapa kelemahan dan 
kelebihan seperti:
4
  
1. Kekurangan 
a. Suku bunga pinjaman peer to peer lending melonjak naik saat 
kelayakan kredit Anda jatuh. 
b. Jika Anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana 
jika Anda gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus 
dibayar nantinya bisa melejit tinggi. 
c. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama 
jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. 
d. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa 
terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa 
seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. 
2. Kelebihan  
a. Bagi si peminjam, salah satu manfaat terbesar dari peer to peer 
lending adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku 
bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya, 
bank. Sebaliknya, pinjaman pribadi mungkin memiliki tingkat 
bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan, itu pun masih lebih 
                                                          
4
 Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending), 
https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/,  diakses pada tanggal  04 Oktober 
2019 Jam 16.23 
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rendah ketimbang tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari 
peer to peer lending memiliki suku bunga yang lebih rendah. 
b. Kelebihan lainnya adalah proses pengajuan pinjamannya tidak 
seformal ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti 
bank. Prosesnya pun jauh lebih cepat dan mudah. Selain itu, Anda 
tidak membutuhkan syarat-syarat “berlebihan” yang harus dipenuhi 
agar pinjaman Anda disetujui. 
c. Nantinya, jika Anda memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman 
keuangan, Anda bisa menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal 
tersebut bisa terjadi. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan 
pinjaman untuk tujuan atau pun alasan apapun selama ada orang 
yang akan menginvestasikan uangnya. 
d. Terakhir, peer to peer lending merupakan pinjaman tanpa agunan 
yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. 
Di Indonesia sendiri Otoritas Jasa Keuangan salah satu lembaga 
pengawas keuangan telah menerbitkan payung hukum bagi kegiatan peer 
to peer lending di Indonesia melalui Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan 
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 ayat (3) Peraturan tersebut 
menjelaskan definisi peer to peer lending sebagai berikut ini: 
“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 
adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman 
5 
 
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata 
uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan 
menggunakan jaringan internet.” 
 Pelaksanaan pinjam meminjam secara online atau peer to peer 
lending menggunakan kontrak elekronik sebagai landasan hukum antara 
para pihak. Kontrak elektronik adalah salah satu hubungan hukum secara 
tegas diaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 
yang dimana dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 
PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal itu memuat definisi yang 
sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat 
melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri 
menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang  Informasi dan Transaksi 
Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah  Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, menyimpan, menanmpilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan 
hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa 
Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
5
 
Peer to peer lending pada umumnya memberikan kemudahan 
kepada setiap pihak yang ingin meminjam dana atau modal usaha. Akan 
tetapi dalam prakteknya tidak selamanya Peer to peer lending 
menguntungkan kepada pihak yang ingin meminjam dana atau modal. 
Dalam kontrak elektronik atau perjanjian elektronik yang seharusnya 
menguntungkan kedua belah pihak malah lebih condong kepada pihak 
yang lebih memiliki kuasa penuh dalam membuat kontraknya. Karena 
dalam pelaksanaan perjanjian peer to peer lending dibentuk secara baku 
oleh pihak penyedia layananan peer to peer lending. Oleh karena hal 
tersebut harapan-harapan yang diinginkan dalam layanan peer to peer 
lending tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya.  
Banyak kasus layanan peer to peer lending yang kerap merugikan 
konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk 
perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran 
hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain).
6
 Tindakan-
tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak 
                                                          
5 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2002, Cet-ke.2 hlm. 17 
6
 OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, 
https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/, diakses 
pada tanggal 04 Oktober 2019 Jam 20.01 WIB  
7 
 
dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pun 
pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat 
membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban 
(peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran 
hukum pidana. 
Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan 
yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyedian layanan pinjaman 
online. Hal ini tertuang dalam kode etik Asosiasi Fintech Indonesia. Kode 
etik atau perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyedia 
pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan 
penagihan pinjaman kepada debitur. Perusahaan pinjaman online pun 
dituntut untuk menyampaikan prosedur penyelesaian penagihan kepada 
debitur yaitu ketika debitur terlambat dan kegagalan pembayaran 
pinjaman. Prosedur yang digunakan dalam proses penagihan tersebut 
antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan, 
korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via 
telpon, email, atau bentuk percakapan lainnya.  
Sebagai contoh kasus yang dialami oleh YI selaku konsumen dari 
salah satu fintech penyedia jasa layanan pinjaman online. Dimana YI yang 
tidak dapat membayarkan angsurannya mendapat intimidasi dari salah satu 
debt colletor fintech tersebut. Bentuk intimidasi yang kerap dilakukan 
adalah menjatuhkan harga diri YI dengan fitnah-fintah yang bersifat 
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kearah pelecehan seksual.
7
 Perusahan fintech tersebut itu pun belum 
terdaftar sebagai fintech peer to peer lending yang diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. Melihat kasus tersebut meskipun YI melakukan tindakan 
ingkar janji atau wanprestasi akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh 
pihak debt colletor fintech tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat 
atau tidak ada dalam perjanjian antara YI dan penyedia pinjaman online 
tersebut. 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis tertarik untuk 
mengkaji mengenai perjanjian pinjaman online secara elektronik dengan 
judul “Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian 
Pinjaman Online.”  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan 
pokok-pokok pikiran di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman 
online ? 
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur wanprestasi dalam perjanjian 
pinjaman online ? 
C. Tujuan Penelitian  
                                                          
7
 Kronologi Nasabah Pinjaman OnlineRp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah 
“Rela Digilir”, https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-
online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4, diakses pada tanggal 
15 Oktober 2019 Jam 20.00 WIB 
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Melihat rumusan masalah di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan 
penelitian adalah sebagi berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum para pihak dalam 
perjanjian pinjaman online. 
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum debitur 
wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hal-hal di atas, maka manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan 
pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata. 
2. Manfaat Praktis  
Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, 
dan aparat penegak hukum mengenai layanan peer to peer lending, 
berupa perjanjian pinjaman secara online, sebagai implementasi 
perkembangan teknologi di dalam kegiatan perekonomian. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulis dalam melaksanakan penelitiannya menelaah beberapa 
penelitian skripsi terdahulu yang memiliki karakteristik yang hampir sama 
dengan penelitian penulis, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hal 
subjek, jumlah, dan posisi variabel penelitian atau merode analisis yang 
digunakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ratna Mutia Febrina 
mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul skripsi 
“Keabsahan Hukum Kontrak Antara Kreditur dan Debitur dalam 
Layanan Pinjaman Uang berbasis Aplikasi atau Teknologi Informasi 
(Fintech)”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 
penulis yaitu memiliki kesamaan dalam membahas pinjaman online. 
Sedangkan keduanya memiliki perbedaan dalam permasalahan yang 
diambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal keabsahan 
perjanjian elektronik yang ada dalam pinjaman online. Beda halnya 
dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang 
akan dikaji adalah perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam 
pinjaman online.
8
 
2. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
dengan judul skripsi ”Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada 
Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”. Skripsi ini 
memiliki kesamaan yang relatif dengan penelitian penulis baik dari 
segi judul dan isi akan tetapi perbedaan yang nampak antara keduanya 
ialah dalam hal permasalahan yang ingin dibahas dimana skripsi 
tersebut lebih cenderung membahas permasalahan hukum dalam 
pinjaman online secara luas beda halnya dengan penelitian penulis 
                                                          
8
 Ratna Mutia Febrina, “Keabsahan Hukum Kontrak Antara Kreditur dan Debitur dalam 
Layanan Pinjaman Uang berbasis Aplikasi atau Teknologi Informasi (Fintech)” (Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2018) 
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yang hanya meneliti permasalahan hukum yang lebih sempit yaitu 
wanprestasi dalam pinjaman online.
9
 
3. Skripsi yang dilakukan oleh Alfhica Rezita Sari mahasiswa Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “Perlindungan 
Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial 
Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”. Penelitian 
ini memiliki perbedaan yang nampak jelas dengan penelitian yang 
dilakukan penulis, dimana dalam penelitian tersebut yang menjadi 
subjek pembahasannya adalah pihak pemberi pinjaman beda halnya 
dengan penelitian penulis yang memilih debitur sebagai subjek 
pembahasannya, meskipun kedua penelitian ini sama-sama membahas 
terkait pinjaman online.
10
  
Melalui kajian ketiga skripsi tersebut penulis mendapatkan kesimpulan 
bahwa dalam ketiga skripsi tersebut tidak ada yang fokus pembahasannya 
membahas perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan 
wanprestasi dalam perjanjian online, oleh karenanya penulis disini akan 
fokus untuk membahas hal tersebut dengan acuan ketiga skripsi tersebut.   
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang 
meliputi: 
                                                          
9
 Muhammad Yusuf, ”Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman 
Uang Berbasis Financial Technology” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2019)  
10
 Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam 
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”, (Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) 
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a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang 
bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis hasil 
penelitian yang menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu data yang 
dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
11
 
b. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan 
mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas 
Jasa Keuangan dan mengkaji isu hukum yang terkait dengan 
perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dan cara 
penyelesaian sengketa peer to peer lendin. Dengan kata lain, metode 
penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statue approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 
undang- undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 
isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual 
approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu hukum.
12
 
c. Sumber Data 
                                                          
11
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192. 
12
 Ibid, hlm. 176 
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Penelitian ini terdiri dari dua data yang digunakan dalam penelitiannya 
yaitu data primer dan data sekunder: 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan 
yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan 
tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum in concreto dan 
wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa 
hukum yang bersangkutan. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan 
penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder 
adalah untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan 
dengan penelitian ini yaitu: 
1) Undang-Undang 
2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 
3) Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian 
4) Infomasi yang dikutip dari internet 
d. Metode Pengumpulan Data 
Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
wawancara kepada Narasumber yang sesuai dengan permasalahan 
14 
 
yang akan dibahas serta studi kepustakaan untuk mendapatkan data-
data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian 
diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 
permasalahan yang ada. 
e. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. metode 
kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu 
data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis 
data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan 
dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara 
sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk 
penulisan hukum.
13
 Dalam penulisan ini penulis menguraikan 
mengenai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan 
perlindungan konsumen dalam e-contract apabila terjadi wanprestasi 
yang dilakukan pelaku usaha. 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 
mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam 
mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika 
skripsi sebagai berikut:  
                                                          
13
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia ( UI-
Press ), 2008,  Hlm. 5. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
Pendahuluan yang mana berisikan suatu gambaran secara singkat 
kesuluran isi penulisan karya ilmiah yang terdiri dari: Latar Belakang, 
Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini adalah bab yang berisikan tentang tinjauan-tinjauan secara umum 
tentang apa saja yang menjadi dasar penulisan karya ilimah tersebut, yang 
meliputi: Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan beberapa tinjauan yang 
sesuai dengan topik pembahasan penelitian skripsi ini. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisikan tentang pembahasan data yang telah diperoleh dari 
penilitian dan telah di periksa kembali secara teliti selanjutnya di bahas 
dengan secara runtun dan sistematis.  
BAB IV. PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan 
Saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
1. Tinjauan tentang Perjanjian  
Definisi perjanjian terletak dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
Melihat definisi perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas, 
banyak para sarjana atau para ahli hukum terkhususnya hukum keperdataan 
berpendapat bahwa definisi tersebut mengandung kelemahan, karena di satu 
pihak definisinya terlalu luas dan di pihak lain beranggapan bahwa definisi 
tersebut terlalu sempit. 
Pengertian perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata di 
atas memerlukan perbaikan, sebagai berikut: 
a. “seseorang atau lebih” kata tersebut seharusnya digantikan dengan 
kata “dua atau lebih” hal tersebut dikarenakan perjanjian harus 
dilakukan oleh dua tau lebih orang dan tidak dapat hanya dilakukan 
oleh satu pihak saja. 
b. Kemudian kata “mengikatkan dirinya” baiknya digantikan dengan 
“saling mengikatkan dirinya”. Jelas bahwa jika dua atau lebih pihak 
yang melakukan perjanjian maka kedua belah pihak siap untuk 
saling mengikatkan dirinya bukan hanya satu pihak yang 
mengikatkan diri. 
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c. Perbuatan hukum adalah kata sesuai untuk menambahkan kata 
“perbuatan”, karena perbuatan yang dimaksud haruslah perbuatan 
yang menimbulkan akibat hukum didalamnya. 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa argumen para ahli hukum yang 
membahas mengenai definisi perjanjian : 
a. Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
14
 
b. Menurut R. Setiawan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
15
 
c. Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara 
subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta 
kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 
begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
disepakatinya.
16
 
Dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana di atas, maka dapat 
dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dalam 
lapangan hukum kekayaan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling 
mengikatkan dirinya. 
                                                          
14
 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm. 1 
15
 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung:  Bina Cipta,  2007,  hlm. 49. 
16
 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008, hlm. 27  
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Perjanjian dalam KUHPerdata pada hakekatnya menjelaskan bahwa 
perbuatan tersebut haruslah dengan adanya kata sepakat (consensus) yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, 
serupa dengan mengikatnya suatu undang-undang.  
Perjanjian dan perikatan adalah sesuatu yang selalu berdampingan, begitu 
pula istilah Belanda dari kedua hal tersebut serupa yaitu “Verbintenis”. 
Definisi perikatan sendiri adalah suatu perhubungan antara dua orang atau 
dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain 
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
17
 Pada dasarnya dalam suatu 
perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak 
menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah 
pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum 
disebut sebagai “Prestasi”. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, menyatakan bahwa prestasi dapat berupa: 
a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu; 
b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu; 
c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. 
Berdasarkan Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena 
perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan 
yang diperbolehkan (Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari 
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Subekti, loc.cit. 
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perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir 
karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi 
anak yang dilahirkan oleh istrinya.
18
 
Definisi perjanjian dan perikatan memiliki perbedaan,yaitu arti kata 
perjanjian memiiki arti yang lebih luas dari perikatan. Perjanjian adalah 
sesuatu hal yang mengacu pada suatu hal yang konkrit atau pada suatu 
peristiwa beda halnya dengan perikatan yang memiliki suatu pengertian yang 
abstrak. Maksudnya disini adalah kita dapat merasakan, melihat dan 
membaca isi dari perjanjian, sedangkan perikatan kita tidak dapat melihatnya.  
Pada prakteknya perikatan yang lahir karena suatu perjanjian lebih 
banyak daripada perikatan yang lahir karena undang-undang demi tujuan 
tertentu dan hal tersebut diluar kemampuan pihak yang bersangkutan. Para 
pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan diri untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya 
menciptakan hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat 
perjanjian, hal tersebut didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat 
hukum dengan lingkup terbatas yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu 
hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum. Disimpulkan bahwa 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada 
hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (Consensus) dari kedua belah 
pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu 
undang-undang. 
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 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia: Jakarta, 
2008, hlm.7 
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2. Asas-Asas Perjanjian  
Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa 
dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh 
karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaikbaiknya, tidak 
bisa hanya melihat peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus 
menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang 
memberi makna etis pada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.
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Perjanjian mengenal beberapa asas dalam pelaksanaannya, berikut ini 
adalah beberapa asas dalam perjanjian: 
a. Asas Konsualisme 
Asas ini memiliki pengertian bahwa perjanjian lahir dari kata 
sepakat, hal ini diperkuat secara tersirat dalam Pasal 1320 ayat (1) 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan dalam suatu perjanjian 
haruslah timbul dari kata sepakat atau “Consensus”. 
b. Asas kebebasan berkontrak  
Asas kebebasan berkontrak atau dengan istilah lain disebut juga 
sistem terbuka (open system), pada dasarnya setiap orang boleh 
mengadakan perjanjian apa saja, dengan siapa saja dan mengenai apa 
saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa:  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.  
 
                                                          
19
 Satjipto Raharjo, Op.cit. hlm.87 
21 
 
Kata “semua perjanjian” seakan-akan memberikan pernyataan yang 
tegas kepada masyarakat bahwa bahwa setiap orang boleh membuat 
perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan 
perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya. 
c. Asas Kepercayaan 
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama 
lain akan memenuhi prestasinya. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak 
mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai 
kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
20
 Makna kepercayaan dalam 
asas ini sangat diperlukan oleh masing-masing pihak dalam pembuatan 
perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melakukan kewajibannya 
sesuai perjanjian yang dibuat, oleh karena itu setiap pihak yang akan 
membuat perjanjian harus menumbuhkan rasa percaya pada masing-
masing pihak . 
d. Asas Daya Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 
Asas ini memiliki pengertian bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah, mengikat para pihak seperti halnya mengikatnya undang-
undang. Dengan kata lain orang yang membuat perjanjian berarti telah 
membuat undang-undang bagi dirinya sendiri. Asas ini disimpulkan dari 
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa : “semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya”. Dalam hal ini Sudikno berpendapat bahwa kedua belah 
pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. 
Perjanjian secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang. 
Berarti bahwa kedua belah pihak berkewajiban mentaati 
danmelaksanakan perjanjian, sudah selayaknyalah bahwa sesuatu yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi pula oleh kedua belah 
pihak.
21
 
e. Asas Persamaan Hukum 
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak 
ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, 
kekuasaan, jabatan dan lain-lain.
22
 Setiap perjanjian yang dibuat oleh 
masing-masing pihak tidaklah menempatkan salah satu pihak yang 
membuatnya lebih tinggi dari pihak satunya, akan tetapi posisi mereka 
haruslah sederajat sehingga masing-masing pihak mendapatkan cakupan 
muatan isi yang sama dalam maksud dan tujuan perjanjian tersebut. 
f. Asas Itikad Baik 
Kesepakatan para pihak dalam pembuatan perjanjian haruslah 
dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 
ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian-
perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik disini 
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dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam membuat perjanjian 
haruslah bersifat jujur dan saling terbuka. 
3. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari dua kelompok syarat yaitu 
syarat subjekti dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah syarat yang terdiri 
dari kata “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan”,  sedangkan syarat objektif terdiri dari kata “suatu 
hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal”. Jika melihat Pasal 1320 
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah 
sebagai berikut : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 
Maka dapat dikatakan bahwa poin nomor 1 dan 2 dalam pasal tersebut 
adalah syarat subjektif dalam perjanjian dan sebaliknya poin nomor 3 dan 4 
adalah syarat objektifnya.  
Pembedaan ini menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu apabila suatu 
perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian itu tetap ada 
walaupun tidak sah dan menimbulkan kemungkinan untuk dibatalkan. 
Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan dengan sendirinya batal 
demi hukum.  
24 
 
Berikut ini penjabaran keempat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa 
kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat 
dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat adalah unsur mutlak 
yang harus ada dalam suatu perjanjian. Perihal cara dalam mendapatkan 
kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat dengan berbagai cara, akan 
tetapi didalam cara tersebut harus ada penawaran dan penerimaan atas 
penawaran tersebut. Setelahnya cara-cara untuk terjadinya penawaran dan 
penerimaan tersebut pun dapat dilakukan dengan cara yang tegas maupun 
tidak tegas dengan syarat dapat dipahami oleh para pihak dalam perjanjian 
tersebut. 
Pernyataan kata sepakat tidak hanya terbatas dengan mengucapkan 
kata-kata, akan tetapi juga bisa diwujudkan dengan tanda-tanda yang dapat 
diartikan sebagai kehendak untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut 
seperti tulisan. Berikut ini beberapa cara timbulnya kesepakatan/terjadinya 
penawaran dan penerimaan adalah: 
a. Dengan cara tulisan; 
b. Dengan cara lisan; 
c. Dengan simbol-simbil tertentu; dan 
d. Dengan berdiam diri. 
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Kesepakatan secara tertulis yang dimaksud di atas biasanya 
dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. 
Sedangkan kesepakatan lisan adalah bentuk kesepakatan yang paling 
banyak terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi kesepakatan secara lisan 
ini kadang tidak disadari  sebagai perjanjian padahal pada dasarnya sudah 
terjadi perjanjian pada para pihak, misalnya seseorang membeli keperluan 
sehari-hari di toko maka tidak perlu melakukan perjanjian tertulis, tetapi 
cukup dengan dilakukan secara lisan antara para pihak. 
Kesepakatan dengan simbol-simbol kerap terjadi pada kegiatan 
jual beli yang dimana penjualnya hanya menjual satu macam produk saja, 
misalnya jual beli kambing dengan simbol kode antara penjual dan 
pembeli. Sedangkan kesepakatan hanya berdiam diri saja biasanya terjadi 
pada hal perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil-
mobil penumpang umum, kita biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan 
mobil tersebut dan berapa biayanya, tetapi kita hanya langsung naik dan 
bila sampai di tujuan kita pun turun dan membayar biaya sebagaimana 
biasanya sehingga kita tidak pernah mengucapkan kata sepakat akan tetapi 
telah terjadi perjanjian antara penumpang dan sopir. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai siapa orang yang cakap 
untuk membuat membuat perikatan, yang diatur adalah mengenai orang 
yang dinyatakan tidak cakap membuat perikatan, yaitu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :  
26 
 
 “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 
a) Orang-orang yang belum dewasa; 
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.” 
 
Dengan demikian pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perjanjian, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh 
undang-undang.  
Berlakunya ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata mendapat perubahan 
dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang mencabut antara lain 
Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, dan dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 31 ayat (2), 
maka seorang isteri dinyatakan cakap bertindak dalam hukum. 
3) Suatu hal tertentu  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang hal 
tertentu sebagai berikut: 
a) Suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling 
sedikit ditentukan jenisnya. (Pasal 1333 KUH Perdata); 
b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 
menjadi pokok suatu perjanjian. (Pasal 1332 KUH Perdata). 
4) Suatu sebab yang halal. 
Dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan, bahwa : 
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai 
kekuatan”. 
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Menurut Hamaker bahwa yang dimaksud causa suatu perjanjian 
adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, 
yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) menutup 
perjanjian.
23
 Causa atau sebab berbeda dengan motif, yaitu alasan yang 
mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan causa 
adalah tujuan dari pada perjanjian.
24
 
Maksud dari “causa atau sebab yang halal” artinya bukan causa atau 
sebab yang terlarang, sedangkan mengenai causa yang terlarang 
disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu: 
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- 
undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 
umum”  
 Dengan demikian yang dimaksud dengan kata “halal” adalah tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
4. Unsur-Unsur Perjanjian 
Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur 
esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut 
karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu 
perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:
25
 
a. Unsur Essensialia 
Unsur ini adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, 
dimana apabila tidak ada unsur ini maka tidak ada perjanjian yang 
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terbentuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur essensialia adalah sesuatu 
yang harus ada, merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu 
perjanjian.
26
 Tanpa hal pokok tersebut maka tidak ada perjanjian. 
Contohnya dalam perjanjian jual beli, maka barang dan harga merupakan 
unsur essensialia. 
b. Unsur Naturalia 
Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga 
unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam 
kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang 
cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa 
penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.. 
c. Unsur Accidentalia 
Unsur Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh 
para pihak karena undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut.
27
 
Semua janji-janji dalam suatu perjanjian yang sengaja dibuat untuk 
menyimpangi ketentuan hukum yang menambah merupakan unsur 
accidentalia.
28
  
Unsur ini merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak 
jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli 
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dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar 
hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan 
apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang 
yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui 
pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainya yang sering ditentukan 
dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur essensial dalam kontrak 
tersebut.  
5. Jenis-Jenis Perjanjian 
Berikut ini adalah beberapa jenis perjanjian yang ada di Indonesia beserta 
penjelasannya: 
a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak 
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pada kedua belah pihak dan sebaliknya. Misalnya : perjanjian 
kerjasama, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian 
tukar menukar.
29
 Sebaliknya perjanjian sepihak adalah perjanjian sepihak 
adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan 
memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi 
apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. 
Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 
KUHPerdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang 
dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli 
berkewajiban membayar harga barangnya.  
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b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama 
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, 
dan dikelompokan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, 
seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, 
pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, 
Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur 
secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di 
masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 
1338 KUH Perdata.
30
 
c. Perjanjian non obligatoir dan Perjanjian Obligatoir 
Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana 
mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan 
sesuatu, misalnya penjual harus menyerahan barang. Sedangkan 
perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan 
seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian yang 
menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. 
Jadi, objek perjanjian di sini adalah hak, misalnya : balik nama hak atas 
tanah. 
d. Perjanjian Rill 
Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan 
perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua 
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belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian 
barang dan perjanjian pinjam pakai. 
e. Perjanjian Konsensuil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya 
kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak 
detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian 
ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian 
pengangkutan. 
6. Berakhirnya Perjanjian  
Dimasyarakat pada umumnya perjanjian akan berakhir apabila para pihak 
didalam perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung di dalam 
perjanjian tersebut. Berikut ini beberapa hal-hal yang bisa membuat 
berakhirnya perjanjian: 
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh 
perjanjian akan berlaku dalam waktu tertentu.  
b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian tersebut, 
contohnya dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli dapat mengadakan suatu 
perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk melakukan pemecahan 
warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat 
(4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdatad dibatasi berlakunya 
hanya untuk lima tahun.  
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c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya 
kejadian tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah 
satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus  
d. Pernyataan penghentian perjanjian (opzagging). Opzagging dapat 
dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan hanya 
ada  pada perjanjian yang bersifat sementara seperti perjanjian kerja 
dan perjanjian sewa.  
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.  
f. Tujuan perjanjian telah tercapai.  
g. Persetujuan para pihak (herroeping).31  
Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga  mengatur perihal 
berakhirnya suatu perjanian, yaitu: 
a) Pembayaran; 
b) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan; 
c) Pembaharuan utang (novatie); 
d) Perjumpaan utang (kompensasi); 
e) Pencampuran utang; 
f) Pembebasan utang; 
g) Musnahnya barang yang terutang; 
h) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan; 
i) Berlaku suatu syarat batal; 
j) Lewat waktu atau daluarsa. 
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7. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam 
Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Bab XIII Buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-
kata Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 
Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula. Secara umum perjanjian pinjam meminjam identik 
dengan perjanjian kredit. Definisi pada Pasal 1754 KUH Perdata, maka orang 
yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak atas barang pinjaman itu. 
Oleh karena itu, apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab 
adalah peminjam itu sendiri. 
Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan 
bahwa dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk 
mengembalikan barang yang tidak sama jenis dan kualitasnya maka si 
peminjam diperbolehkan membayar harga barang yang dipinjamnya. Pasal ini 
disamping mengatur masalah resiko, juga mengatur tentang kesulitan yang 
dihadapi debitur dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan barang. 
Dalam hal debitur kesulitan mengembalikan barang karena overmacht, maka 
si peminjam diperbolehkan mengganti harga barang. Si peminjam disini tidak 
harus mengembalikan barang yang sejenis dan keadaan yang sama, sehingga 
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peminjam terhindar dari kemutlakkan mengembalikan barang yang sejenis 
dan kualitas yang sama. 
Jika melihat perjanjian pinjam meminjam atau kredit sepert tertera di atas 
maka akan diperoleh beberapa hal-hal sebagai berikut ini: 
a. Resiko pada perjanjian ini ada pada peminjam itu sendiri 
b. Adanya pemindahan hak, 
c. Diperbolehkan mengadakan pemungutan hasil terhadap pinjam 
mengganti. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka adanya suatu perjanjian antara dua 
pihak atau lebih yang satu berperan sebagai debitur dan pihak yang lainnya 
sebagai kreditur. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan oleh 
kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan atas suatu jumlah tertentu 
yang merupakan objek dalam pinjam meminjam, jumlah ini dapat berupa 
barang atau jumlah langsung dalam bentuk uang.  
Disamping itu, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak 
penerima pinjama (debitur) akan mengganti objek yang dipinjamnya tersebut. 
Mengenai waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan 
kesepakatan oleh kedua belah pihak. Selain itu dalam hal diperjanjikan 
mengenai bunga dan bersarnya bunga, maka peminjam harus membayar Bunga 
tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Pasal 1740-1762 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur 
mengenai perihal perjanjian pinjam meminjam yang dimana di dalam Pasal 
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1740-1753 mengatur mengenai perihal Pinjam Pakai sedangkan Pasal 1754-
1762 mengatur mengenai Pinjam Habis. Adapun mengenai objek perjanjian 
dalam pinjam habis (pinjam mengganti) adalah barang yang habis dalam 
pemakaian, misalnya, beras, uang dan lain sebagainya, sedangkan dalam 
pinjam pakai objeknya adalah barang yang tidak habis dalam pemakaian. 
8. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga menjelaskan perihal 
objek perjanjian pinjam meninjam, dimana hal itu diatur dalam Pasal 1754 
yang menyebutkan bahwa objek perjanjian pinjam meminjam adalah barang-
barang yang habis karena pemakaian atau barang-barang yang dapat diganti 
dengan jenis dan keadaan yang sama, sehingga ada beberapa objek perjanjian 
pinjam meminjam yang tidak dapat dijadikan objek, yaitu sebagai berikut:  
a. Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang 
tidak bergerak habis karena pemakaian. 
b. Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan 
kualitas yang sama. 
Mengenai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, 
seringkali menjadi syarat dalam proses pengajuan pinjaman ataupun kredit. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pemberian pinjaman. 
Disamping itu, dengan adanya jaminan, maka pihak pemberi pinjama tersebut 
memperoleh keyakinan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan diterima 
kembali oleh kreditur dengan imbalan yang disepakati. 
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Perihal pinjaman online sendiri objek di dalam perjanjian pinjam 
meminjam secara online adalah uang yang dimana jaminan yang pada 
umumnya dituntut oleh pelaku usaha adalah data pribadi dari konsumen yang 
ingin menggunakannya.  
9. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 
Pengembalian barang atau uang dalam perjanjian pinjam meminjam 
adalah hak yang diterima oleh kreditur Di samping itu pula pemberi pinjaman 
berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas 
waktu yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan 
tentang batas waktunya, maka bagi si peminjam untuk waktu pengembalian 
objek tersebut, dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si 
peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan 
waktu, maka Hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam, 
apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya.
32
 
Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas 
barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan 
barang tersebut menurut kehendaknya. Adapun kewajiban dari peminjam 
tersebut adalah mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut 
waktu yang telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama.  
Jikalau ada hal yang membuat peminjam tidak dapat mengembalikan 
barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah 
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tidak terdapat lagi, makai a diperbolehkan membayar dari harga barang yang 
dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut 
persetujuan akan dikemblaikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak 
ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan temapt dimana 
perjanjian itu terjadi. 
B. Tinjuan Umum Tentang Perjanjian Elektronik/Kontrak Elektronik 
Pinjaman Online 
1. Pengertian Kontrak Elektronik 
Dalam bukunya, Edmon Makarim mendefinisikan kontrak 
elektornik sebagai berikut:  
“Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik 
dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi 
berbasiskan komputer (computer cased information system) dengan 
sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa 
telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjutnya 
difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of 
network)”.33 
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
syarat sahnya kontrak juga bergantung pada esensi dari sistem elektronik 
itu sendiri. Artinya, kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah apabila 
dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat 
dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya. 
Ada lima syarat sahnya suatu perjanjian elektronik atau yang sering 
disebut dengan kontrak elektronik, yaitu: 
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a. Offer (penawaran) 
Offer (penawaran) adalah pernyataan salah satu pihak, yakni offerror, 
untuk masuk dalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, 
sebuah website atau jasa online lainnya dapat memajang informasi 
produk yang mereka tawarkan, dimana informasi tersebut dapat 
berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan. Iklan-iklan 
yang dipasang di media-media massa tradisional pada umumnya lebih 
dipandang sebagai “undangan untuk bertindak” (invitation to treat), 
bukan sebagai penawaran. Kecenderungan seperti ini berakibat pada 
komunikasi yang disampaikan oleh calon pembeli akan dianggap 
sebagai penawaran (offer), yang kemudian bisa ditolak atau diterima 
oleh pihak penjual. Penggolongan komunikasi yang disampaikan oleh 
salah satu pihak sebagai penawaran (offer) atau penerimaan 
(acceptance) dapat berpengaruh pada penentuan pihak mana yang 
harus menanggung risiko-risiko tertentu.
34
 
b. Acceptance (Penerimaan Penawaran) 
Penerimaan penawaran juga dapat melahirkan suatu kontrak. Dalam 
hal ini, penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk 
konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui e-mail, atau dengan 
menggunakan media komunikasi lainnya. 
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c. Persyaratan tertulis dan Tanda Tangan 
Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat 
dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, 
beberapa yurisdiksi yang lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak 
tertentu haruslah “tertulis”  dan “ditandatangani”. Pemenuhan kedua 
persyaratan ini berarti konsumen harus memiliki print out dokumen 
kontrak, menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan 
dokumen persetujuan. 
d. Kecakapan atau Kewenangan untuk Melakukan Transaksi 
Salah satu prasyarat penting bagi pembentukan kontrak elektronik 
adalah bahwa kedua belah pihak secara hukum harus telah cakap 
untuk melakukan atau membentuk suatu perjanjian atau kontrak dalam 
suatu transaksi tertentu. 
e. Konsiderasi 
Suatu kontrak tidak akan dianggap memiliki kekuatan mengikat 
apabila tidak terdapat elemen prestasi (consideration). Karenanya 
salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya 
prestasi.
35
 
Sehingga jika melihat kelima syarat tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa kelima syarat tersebut sama hal nya dengan 
syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang ada dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. 
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2. Perjanjian/Kontrak Elektronik Pinjaman Online 
Pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan layanan pinjam 
meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal pula 
dengan peer to peer lending dasar hukumnya diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan dilindungi oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Mengenai Pinjaman online tidak lepas pula dari kegiatan 
transaksi elektronik yang dimana dalam Pasal 17 UU ITE yang 
menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan 
dalam lingkup publik maupun privat. Kemudian maksud dari lingkup 
publik dan privat itu sendiri tertuang dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (selanjutnya disebut dengan “PP PSTE”) yaitu: 
“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 
meliputi: 
a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh 
pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang 
tidak dikecualikan oleh UndangUndang tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; dan 
b. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 
lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat 
meliputi Transaksi Elektronik: 
a. antara-Pelaku Usaha; 
b. antara Pelaku Usaha dengan Konsume; 
c. antarpribadi; 
d. antar-Instansi; dan  
e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
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Pasal 47 PP PSTE menjelaskan bahwa dalam transaksi elektronik 
dilakukan dengan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya 
sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Suatu 
transaksi elektronik mengikat pihak-pihak yang saling terkait di dalamnya, 
artinya suatu kontrak elektronik merupakan undang-undang bagi para 
pihak yang membuatnya, apabila ada salah satu pihak yang melanggar 
kontrak elektronik tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan 
gugatan terhadap pihak yang melanggar kontrak tersebut.  
Sehingga dapat dikatakan bahwa pinjaman online dalam 
pelaksanaannya menggunakan kontrak elektronik sebagai dasar 
hukumnya. Di dalam kontrak tersebut pun harus terkandung beberapa hal 
berikut ini:  
a. data identitas para pihak; 
b. objek dan spesifikasi; 
c. persyaratan Transaksi Elektronik; 
d. harga dan biaya; 
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; 
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan 
untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta 
penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan 
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. 
Dalam Pasal 20 POJK  LPMUBTI juga menjelaskan perihal 
perjanjian pinjaman online yang dimana dalam perjanjian tersebut harus 
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dituangkan dalam dokumen elektronik. Yang dimana dalam dokumen 
tersebut harus menyertakan paling sedikit memuat: 
a. nomor perjanjian; 
b. tanggal perjanjian; 
c. identitas para pihak; 
d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 
e. jumlah pinjaan; 
f. suku bunga pinjaman; 
g. nilai angsuran; 
h. jangka waktu; 
i. objek jaminan (jika ada); 
j. rincian biaya terkait; 
k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan  
l. mekanisme penyelesaian sengketa. 
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi  
Di dalam suatu perjanjian kerap kali ada kemungkinan salah satu 
pihak tidak melaksanakan prestai yang terkandung di dalam perjanjian yang 
telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang 
diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut 
perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut 
wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam 
perjanjian. 
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 Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang 
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan 
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang 
dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena 
undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, 
kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
36
 
Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan 
adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan 
perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 
KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti 
diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 
KUHPerdata.
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Mengenai hukum perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang 
diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur 
alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur 
melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang 
juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena 
seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan 
melakukan wanprestasi yang dijanjikan.
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Pembuktian bahwa debitur melakukan wanprestasi yang dilakukan 
pihak kreditur dalam pengadilan sebisa mungkin harusah kuat, bukan dari 
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keadaan memaksa (overmacht). Sebaliknya debitur pun harus meyakinkan 
hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti 
keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan 
kelalaian kreditur.
39
 Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancamkan 
beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima 
oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu: 
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 
dinamakan ganti-rugi. 
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.  
c. Peralihan risiko.  
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.  
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 
Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikannya sebagai sebuat tempat berlindung dan perbuatan atau hal 
dan sebagainya memperlindungi. Jika disimpulkan dan ditelisik lebih 
dalam mengenai definisi yang terkandung maka terdapat beberapa unsur di 
dalamnya yaitu:  
a. Unsur tindakan melindungi; 
b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi; 
c. Unsur cara melindungi. 
Melihat unsur-unsur tersebut maka definisi perlindungan mengandung 
makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari 
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pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan 
menggunakan cara-cara tertentu.  
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam 
masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 
kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. 
Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan 
cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.
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Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: 
“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep 
tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak-hak asasi 
manusia diarahkan ekpada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”41 
 
Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa 
terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan 
oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan 
hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-
aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut 
dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan 
kedudukan hukum bagi setiap warga negara. 
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Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep 
perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi 
manusia, merupkan konsep Negara hukum yang merupkan istilah sebagai 
terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of law. Sehingga, dalam 
penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara 
Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan 
belaka (Machtsstaat)”. 
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum 
ada dua macam, yaitu : 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 
yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan 
khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum 
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dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 
mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan 
adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
42
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Sebelum mengawali pembahasan mengenai pelaksanaan pinjam meminjam 
uang berbasis teknologi informasi atau yang sering disebut dengan pinjaman 
online. Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan terutama pada 
kegiatan wawancara terhadap korban paltform finteh pinjaman online. Terdapat 
beberapa permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dalam kegiatan pinjaman 
online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 
Sebelum membahas permasalahan apa saja yang timbul dalam kegiatan pinjaman 
online, Ludy Arlianto selaku pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Tegal mengatakan 
bahwa sampai dengan 30 Oktober 2019, total jumlah penyelenggara fintech 
terdaftar dan berizin adalah sebanyak 144 perusahaan. Beliau juga mengatakan 
bahwa pinjaman online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 
informasi yang dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan 
Nomor 77 itu sendiri serupa dengan loan based crowdfunding yaitu urun dana 
untuk disalurkan dalam bentuk utang dan pengurun akan mendapatkan 
kompensasi berupa pengembalian atas pinjaman yang diberikan beserta 
bunganya.
43
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak  
OJK Tegal, pihak OJK Tegal menuturkan bahwa di daerah tegal sendiri, belum 
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ada perusahaan atau platform fintech yang terdaftar secara resmi di OJK.
44
 
Sehingga data yang ingin dikumpulkan oleh penulis terutama terkait dokumen 
perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman tidak ada, karena hal 
ini disebabkan pula kewenangan hal tersebut ada pada Kepala Eksekutif 
Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 
Jasa Keuangan lainnya ada di Jakarta.
45
 Dilain sisi pihak OJK juga menuturkan 
bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dilakukan secara online dan 
tidak ada dalam bentuk tertulis. 
Kemudian dari hasil penelitian penulis melalui daring terdapat perusahaan 
layanan pinjaman online ilegal yang dimana ini tentunya memiliki dampak 
negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif tersebut: Pertama, layanan 
pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak 
pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kedua, penyalahgunaan data 
dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. 
Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman online juga 
mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya 
pada saat mendaftar.
46
Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya 
potensi pajak dari layanan pinjaman online ilegal sangat besar mengingat 
jumlahnya yang lebih banyak. Keempat, masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui mengenai  layanan  pinjaman  online, sehingga  pada  saat  melakukan  
                                                          
44
 Ibid. 
45
 Ibid. 
46
 Mengapa Fintech Ilegal dari China Banyak Masuk ke Indonesia?, 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/28/144050426/mengapa-fintech-ilegal-dari-china-
banyak-masuk-ke-indonesia?page=all, diakses pada tanggal 27 November 2019 Jam 13.20 WIB. 
50 
 
transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail 
isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat 
terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online 
ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda 
Rp50 ribu perhari dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
47
Kelima NPL 
pinjaman online ditahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman 
online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan 
lebih berisiko. Keenam banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai 
korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan 
pinjaman online. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat 
mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman online.
48
 
Berdasarkan peneltian yang dilakukan melalui daring, penulis coba 
menanyakan kepada pihak OJK Tegal terkait hal tersebut. Tutur pihak OJK bahwa 
telah melaksanakan upaya dalam mengatasi maraknya pinjaman online ilegal, 
diantaranya yang Pertama, melakukan sinergi kerja sama antara Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi 
layanan pinjaman online. Kedua, melakukan peningkatan literasi digital 
masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling 
besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat 
mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Ketiga, pihak OJK sedang 
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membentuk atau membuat regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan 
pinjaman online ilegal. Keempat, melaksanakan evaluasi mekanisme perizinan 
atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK.
49
 
Setelah melalui penelitian daring dan wawancara via telpon dengan pihak 
OJK Tegal, penulis disini melanjutkan penelitiannya terhadap beberapa orang 
terdekat penulis yang pernah mengalami bentuk teror dari salah satu 
penyelenggara pinjaman online. Muhammad Zulfikar warga desa Randugunting 
Kecamatan Tegal Selatan ini pernah menggunakan salah satu aplikasi pinjaman 
online yaitu aplikasi Kredit Pintar. Proses yang dilakukan dalam peminjaman 
online tersebut tidaklah menyulitkan tuturnya.
50
 Yang diperlukan hanyalah 
dengan melakukan pendaftaran kemudian nasabah akan disuruh untuk berswafoto 
dengan memegang Kartu Tanda Penduduk sebagai bentuk keaslian dokumen. 
Zulfikar menuturkan bahwa setelah menerima pinjaman dari pihak pemberi 
pinjaman, dirinya tidak pernah menyetorkan angsuran yang harusnya menjadi 
kewajibannya.
51
 Dirinya juga menuturkan bahwa akibat dari dirinya tidak 
menyetorkan angsuran yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, dia 
mendapatkan berupa intimidasi dari pihak pemberi pinjam dengan cara menelpon 
terus menerus serta menelpon kerabat-kerabat terdekatnya.
52
 
Kemudian serupa dengan Zulfikar, ada Eko Wahyu Arianto warga Desa 
Randugunting Kecamatan Tegal Selatan yang merasa mendapatkan intimidasi dari 
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penyelenggara atau pemberi pinjaman online karena dirinya tidak dapat 
mengangsur kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Dirinya juga mendapat 
tekanan dari telpon-telpon dengan nomer yang tidak pernah dia kenal dan setiap 
dia menerima telpon tersebut intimidasi, yang bentuknya berupa pencearan nama 
baik dengan mengatakan kepada kerabat-kerabatnya bahwa dia memiliki utang-
utang yang tidak bisa dibayarkan.
53
  
Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa kegiatan pinjaman online 
masih memeliki resiko-resiko yang kerap kali dapat merugikan pihak pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman karena regulasi yang belum jelas dalam 
mengatur layanan fintech peer to peer lending.  
B. Pembahasan 
1. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman Online 
Pinjaman Online atau yang kerap disebut dengan Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Online berbeda dengan pinjam meminjam uang 
yang diatur dalam BAB III KUHPerdata yang hanya melibatkan dua pihak 
saja di dalam pelaksanaannya yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak 
penerima pinjaman. Pinjaman Online sendiri melibatkan beberapa pihak, 
yaitu: 
a. Pihak Penyelenggara Layanan Pinjaman Online  
Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi  menjelaskan secara jelas 
pengertian dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
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Teknologi Informasi. Ketentuan tersebut bermaksud memberitahu bahwa 
penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang 
menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam 
uang berbasis teknologi informasi. Perlu dipahami bahwa badan hukum yang 
dimaksud dalam peraturan tersebut ialah badan hukum yang tidak dapat 
dilakukan oleh orang-perorangan dan kegiatan usaha yang non badan hukum. 
Perseroaan terbatas yang secara sah telah terdaftar di Kementerian Hukum 
dan HAM adalah bentuk badan hukum yang hanya dapat melaksanakan 
kegiatan pinjaman online. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum 
memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan 
non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau 
pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
nama badan hukum tersebut.  
b. Pemberi Pinjaman 
Pengaturan mengenai pemberi pinjaman terdapat dalam Pasal 1 angka 8 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang. Aturan tersebut 
menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau 
badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam 
meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian dalam Pasal 16 
POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa pemberi pinjaman dapat 
berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang 
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perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, 
badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional. 
c. Penerima Pinjaman 
Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima 
pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena 
perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 
Pasal 15  POJK menjelaskan bahwa Penerima pinjaman dalam sistem peer to 
peer lending harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang 
perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Perlu 
dipahami dalam pasal tersebut tidaklah jelas bahwa penerima pinjaman yang 
disebutkan adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan 
siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang 
atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki 
perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara peer to peer lending atau 
pinjaman online dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan 
dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.
54
 
Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem 
peer to peer lending tidak saling bertemu secara langsung, hal mana 
disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud 
cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman 
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online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tadi tidak 
terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara. 
Oleh karena itu, dalam sistem peer to peer lending, penyaluran pinjaman 
kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan 
penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima 
pinjaman. Untuk mewujudkan hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan 
kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya 
kepada penerima pinjaman melalui escrow account dan virtual account. 
Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini 
seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui escrow account 
penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account milik pemberi pinjaman 
mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara 
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.  
Dari hal di atas maka dapat dipahami bahwa yang terlibat dalam kegiatan 
pinjaman online tersebut bukanlah hanya pemberi pinjaman dan penerima 
pinjaman. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji hubungan 
hukum dalam bentuk perjanjian antara pemberi dan penerima pinjamannya 
saja.  
Berdasarkan asas-asas kebebasan dalam perjanjian, maka kedudukan 
debitur atau pihak penerima pinjaman online tidaklah seimbang. Dalam KUH 
Perdata secara garis besar ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam 
membuat suatu perjanjian yaitu: 
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a. Asas kebebasan berkontrak; 
b. Asas itikad baik; 
c. Asas pacta sunt servanda; dan 
d. Asas konsensualitas. 
Dimana merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum 
kontrak, pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) dikatakan seolah-olah membuat 
suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan 
itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Tetapi 
menegenai perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian baku, dimana isi 
atau klausul-klausul perjanjian pinjaman online tersebut telah dibakukan dan 
dituangkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman tinggal 
menyetujui saja apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon 
penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak 
bank selaku pemberi pinjaman. 
Jika meninjau kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian baku 
tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman 
yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum 
lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam 
Pasal 1759 KUHPerdata. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, 
hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman 
menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar 
kelonggaran kepada si peminjam Pasal 1760 KUHPerdata. 
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Sedangkan bagi si penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib 
mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada 
waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUHPerdata. 
Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak 
mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan 
yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus 
diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus 
dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil 
harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 
1764 KUHPerdata); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang 
telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau 
penitipan uang pokoknya (Pasal 1766  KUHPerdata).  
Jika melhat kewajiban para pihak tersebut maka disini penulis berpendapat 
bahwa seharusnya kedudukan keduanya haruslah seimbang sama halnya jika 
dikaitkan dengan asas-asas pada KUH Perdata. Akan tetapi, akibat dari 
klausula perjanjian yang dibuat sifatnya baku maka, kedudukan kedua belah 
pihak tidak seimbang. Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih 
mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman.  
 
2. Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian 
Pinjaman Online 
Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang 
berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya atau lumrahnya 
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adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman. Dari hal 
tersebut pihak utama pihak utama yang akan dirugikan Pemberi Pinjaman 
yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Contoh 
yang pertama, Investree selaku Penyelenggara layanan Fintech berbasis peer 
to peer lending, apabila terjadi wanpretasi dari penerima pinjaman, usaha 
penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga 
dengan upaya- upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 
Koridor hukum yang berlaku dalam proses penagihan disini adalah peraturan 
yang tertuang dalam code of conduct yang harus dipatuhi oleh anggota 
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pemberi pinjaman 
jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun Investree 
tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum 
untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman tetap dapat 
mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.
55
Investree 
sendiri adalah adalah perusahaan rintisan teknologi finansial yang bergerak di 
bidang peer-to-peer lending dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. 
Perusahaan ini resmi berdiri pada bulan Oktober 2015. Peer to peer lending 
atau yang disingkat P2PL sendiri adalah metode yang menghubungkan 
pemberi pinjaman uang dengan penerima pinjaman uang dengan berbasis 
teknologi informasi. Fintech Investree sendiri tidak membuka cabang dimana 
pun, akan tetapi cakupan kerjanya seluruh di seluruh indonesia, karena 
menggunakan aplikasi online dalam menjalankan usahanya.  
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Kemudian ada platform Crowdo, yang dimana platform ini dengan tegas 
tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah 
menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko 
yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman 
kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui Crowdo. Akan tetapi 
apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman dalam 
kurun waktu dua bulan, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi 
jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok 
jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan 
jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang 
menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. 
Solusi dari Crowdo apabila terjadi wanprestasi tersebut adalah Crowdo akan 
membantu dengan malakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk 
potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang 
sedang berjalan kepada Penerima Pinjaman.
56
Crowdo serupa halnya dengan 
fintech sebelumnya fintech ini berkantorkan di Jakarta dan tidak memiliki 
cabang dimanapun akan tetapi proses kegiatan usahanya mencakup seluruh 
Indonesia karena menggunakan media teknologi informasi atau aplikasi 
berbasis online. 
Kedua contoh platform tersebut adalah contoh yang memberikan solusi 
yang tepat dalam wanprestasi kepada penerima pinjaman. akan tetapi dalam 
prakteknya ada pula platform-platform legal atau yang ilegal yang 
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menerapkan solusi penagihan kepada penerima pinjaman yang wanprestasi 
dengan cara mengintimidasi dan menerot penerima pinjaman dan orang-orang 
terdekatnya. Hal tersebut jelas bahwa pihak pemberi pinjaman telah 
menggunakan data pribadi dari pihak penerima pinjaman secara sembarangan 
dan tanpa persetujuan. Ini jelas melanggara aturan hukum Pasal 26 ayat 1 dan 
2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang 
menyebutkan bahwa : 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan 
setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi 
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
Ketentuan tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap 
data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang 
menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang 
maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan 
pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, 
merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap 
bersifat pribadi. 
Sedangkan perlindungan data pribadi layanan pinjaman online, Otoritas 
Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
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77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai 
perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan 
pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan 
bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan 
ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya 
sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak 
pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi 
peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga 
selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksakan guna 
tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.  
Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa 
penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, 
dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara 
berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data 
keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari 
pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat 
menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan 
persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Kode etik dan perilaku perilaku atau Code of Conduct 
Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) juga mewajibkan perusahaan fintech 
memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada 
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nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi sesuatu yang 
berhubungan dengan wanprestasi pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara 
wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan 
ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan 
pembayaran pinjaman. Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain 
pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi 
pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk 
collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. 
Kemudian, perusahan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah 
mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, 
penghapusan pinjaman.  
Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech 
harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas 
(harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech 
juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental 
ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, 
martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia 
maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, 
ataupun kerabat dan keluarganya.
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 Perlu dipahami dalam kegiatan pinjaman 
online apabila pihak penerima pinjaman tidak menjalankan kewajibannya 
sesuai dengan isi perjanjian atau wanprestasi, maka pihak pemberi pinjaman 
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 Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-
yang-tepat-di-perusahaan-fintech/, diakses pada tanggal 28 November 2019 Jam 20.00 WIB 
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akan merugi dan terjadinya wanprestasiini salah satu faktornya adalah bentuk 
kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara fintech dalam 
menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap 
berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga 
para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Sehingga 
disini pihak pemberi pinjaman dapat memintai pertanggungjawaban dari 
pihak penyelenggara dan apabila penyelenggara tidak dapat memberikan 
pertanggung jawaban maka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 47 POJK 
Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada 
penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan ini dikenakan sanksi adminitrasi sebagai berikut: 1. Peringatan 
tertulis; 2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. 
Pembatasan kegiatan usaha; 4. Pencabutan izin.   
Dalam penelitian ini sendiri penulis lebih fokus pada perlindungan hukum 
debitur pinjaman online yang mendapat intimidasi pegawai penyelenggara 
pinjaman online akibat wanprestasi. Mengenai kasus tersebut disini penulis 
coba mengkaji menjadi 2 cara yaitu, yang pertama ada perlindungan hukum 
secara preventif dan yang kedua ada perlindungan hukum represif. 
Perlindungan secara preventif disini adalah perlindungan hukum yang 
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian 
perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan 
hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending 
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sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari 
penyelenggara layanan Fintech.  
Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan 
menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan 
Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, 
keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa 
Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.  
Selain itu ada kode etik dan perilaku perilaku atau Code of Conduct for 
Responsible Lending. sebagai pedoman setiap penyelenggara fintech dalam 
menjalankan usahanya. Dijelaskan dalam kode etik dan perilaku tersebut 
bahwa ada tiga prinsip dasar yang menjadi inti dari pedoman perilaku ini 
yaitu transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman 
berlebih dan iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. 
Maksudnya transparansi produk dan metode penawaran ialah Penerapan 
prinsip transparansi tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan alamat 
perusahaan, email dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah, dimana 
diharapkan konsumen dapat menerima hutang secara bertanggung jawab dan 
meminimalisasi risiko penipuan serta praktik tidak etis. Prinsip kedua 
mengenai pencegahan pinjaman berlebih memiliki pemahaman untuk 
mendorong penyelenggara fintech tidak menjerumuskan konsumen dalam 
jeratan hutang. Sehingga, penyelenggara dilarang memberikan hutang kepada 
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peminjam tanpa persetujuan peminjam terlebih dahulu. Selain itu, 
penyelenggara juga wajib melakukan penelitian dan verifikasi mengenai 
kondisi keuangan peminjam. Lalu, penyelenggara juga dilarang 
memanipulasi data konsumen untuk memudahkan proses pinjam-meminjam. 
Prinsip terakhir mengenai iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan 
penagihan hutang. Untuk prinsip ini, penyelenggara fintech dilarang 
melakukan tindak kekerasan fisik dan non-fisik termasuk cyber bullying 
terhadap konsumen. Kemudian, penyelenggara juga dilarang menggunakan 
pihak ketiga yang memiliki reputasi buruk berdasarkan informasi otoritas dan 
asosiasi dalam penagihan hutang.  
Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan 
hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum 
ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa 
dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi 
antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna 
dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme 
tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa 
dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat 
segera terselesaikan.  
Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer 
to Peer Lending atau pinjaman online kepada Penyelenggara platform 
Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak 
lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal 
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ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa 
keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer 
to Peer Lending wajib melakukan:  
a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan 
obyektif;  
b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; 
c. Menyampaiakan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 
(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan 
konsumen benar. 
Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi 
tindakan wanprestasi oleh penerima pinjaman dan wanprestasi tersebut 
terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka 
penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akan 
tetapi akan beda halnya dengan perlakuan intimidatif dan pelecehan seksual 
melalui media elektronik dari pihak penyelenggara yang melakukan proses 
penagihan kepada debitur. Maka ranah yang akan dilanggar adalah ranah 
pidana dan terdapat beberapa ancaman pidana yang akan diterima seperti  
a. Pasal 29 jo 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menjelaskan, bahwa:  
1. Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 
elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” 
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2. Pasal 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 
 
b. Kemudian ada Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) UU ITE tentang 
penghinaan dan pencemaran nama baik dengan media elektronik, berikut 
ini ada bunyi dari pasal tersebut: 
1. Pasal 27 ayat (3) berbunyi Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
 
2.  Pasal  45 ayat (3) berbunyi : 
 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 
 
Pendapat penulis kedua ketentuan atau peraturan tersebut adalah peraturan 
yang jelas mengatur perihal larangan dan ancaman perbuatan dari 
permasalahan yang telah dibahas diatas oleh penulis. Peraturan tersebut dapat 
digunakan apabila telah melanggar aturan hukum dalam ranah pidana. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis permasalahan pada bab 
sebelumnya, maka penulis mengambik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan dalam pinjaman online atau pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi melibatkan beberapa pihak diantaranya, 
Penyelenggara Layanan Pinjaman Online, Pemberi Pinjaman dan 
Penerima Pinjaman. Akan tetapi para pihak yang melaksanaan 
perjanjian pinjaman online hanya antara pemberi pinjaman dan 
penerima pinjaman. Kedudukan hukum yang terdapat dalam 
perjanjian online yang dibahas dalam penelitian ini tidaklah seimbang 
antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini terjadi 
karena perjanjian yang dibuat oleh pemberi pinjaman sifatnya baku 
dan penerima pinjaman hanya memiliki tugas untuk menerima atau 
menolak perjanjian tersebut. 
2. Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam layanan 
pinjaman online dan mendapatkan perlakukan intimidatif serta 
pelecehan seksual melalui media elektronik dapat dilakukan dengan 2 
cara yaitu secara preventif yang melakukan perlindungan sebelum 
terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa dengan 
melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara 
layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif dimana 
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melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, 
maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau 
didalam pengadilan. 
B. Saran  
1. Penerima pinjaman online selaku konsumen penggunan jasa layanan 
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah menjadi 
konsumen yang cerdas dalam memilih penyelenggara pinjaman online 
agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal seperti yang menjadi 
latar belakang penulisan skripsi ini. 
2. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas kegiatan pinjaman 
online harus lebih sering meningkatkan pengawasan terhadap jasa 
penyedia pinjaman online, guna menghindari terjadinya praktek-
praktek pelanggaran yang terjadi dilapangan.  
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Gambar 1.1 foto bersama muhammad zulfikar selaku korban pinjaman online  
bertempat di rumah korban beralamat di Kelurahan Randugunting rt.001 rw.007 
Kecamatan Tegal selatan Jawa Tengah  
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Gambar 1.2 foto bersama Eko wahyu Arianto selaku korban pinjaman online 
bertempat di rumah korban beralamat di jl.kapt.sudibyo rt.009 rw.001 kecamatan 
Tegal selatan Jawa Tengah  
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Gambar 1.3 bukti foto surat observasi di otoritas jasa keuangan 
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